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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dan analisis data yang terkumpul tentang 

Analisis Yuridis Terhadap Alasan-alasan Mengajukan Izin Perceraian 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pemerintahan Kabupaten Gresik, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Alasan-alasan yang digunakan Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan 

izin perceraian di Lingkungan Kantor Pemerintahan Kabupaten Gresik: 

a. Karena ketidakcocokan. 

b. Tidak adanya tanggung jawab dari suami. 

c. Karena adanya pihak ketiga. 

d. Karena faktor ekonomi. 

e. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). 

2. Menurut PP No. 10 Tahun 1983 dan Undang-undang 1974 Tentang 

Perkawinan, perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan alasan-alasan tidak 

adanya tanggung jawab  dari suami, karena faktor cemburu, karena 

ekonomi, karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, dan yang 

terakhir karena adanya gangguan dari pihak ketiga, memang tidak 

dijelaskan dan bukanlah alasan yang bisa diajukan untuk melakukan 

perceraian, akan tetapi alasan tersebut di atas dapat menimbulkan 

pertengkaran atau terus menerus berselisih yang sangat memuncak dan 
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membahayakan. Dan jika alasan tersebut mengakibatkan tidak ada sama 

sekali kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga keutuhan 

rumah tangga yang demikian itu tidak dapat dipertahankan lagi. 

B. Saran 

Setelah penulis paparkan dari awal sampai akhir perkenankanlah 

penulis menyampaikan saran-saran, yaitu sebagai berikut: 

1. Seharusnya penegakan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 

Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Pemerintahan Kabupaten Gresik lebih ditingkatkan lagi. Namun sebisa 

mungkin seorang Pegawai Negeri Sipil tidak melakukan perceraian 

karena hal tersebut dapat mengurangi citra seorang Pegawai Negeri Sipil 

sebagai teladan bagi masyarakat. 

2. Selain itu juga dalam sebuah pernikahan dibutuhkan sikap saling 

menghargai antara suami isteri, masing-masing suami dan isteri tau akan 

hak dan kewajiban masing-masing, saling tolong menolong, menutupi 

kekurangan masing-masing. Keterbukaan antara suami dan isteri, saling 

memahami, menjaga komunikasi antara suami dan isteri. 

3. Kepada para mahasiswa atau PNS yang belum menikah, hendaknya 

berpikir lebih matang sebelum melangkah atau mengambil keputusan, 

karena segala apa yang diputuskan dan mempunyai konsekuensi-

konsekuensi logis yang harus dilaksanakan juga. Dan tidak hanya sekedar 

menuruti keinginan hawa nafsu. 


